
a. bahwa dalam rangka pemenuhan penyertaan modal berupa uang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah 

Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal 

Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah 

Nusa Tenggara Timur dan guna menjamin tertib administrasi, 

transparansi dan akuntabilitas dalam pencairan penyertaan 

modal, perlu diatur mengenai Tata Cara Penyertaan Modal 

Pemerintah Kabupaten Ngada pada Perseroan Terbatas Bank 

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngada Pada Perseroan 

Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur; 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I 
Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
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•. ~. 

dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245,Tambahan. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5156); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 

Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6173); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6385); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 ten tang Investasi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6385); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2021 



Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada. 

3. Bupati adalah Bupati Ngada. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada. 

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 

kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum 

Daerah. 

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 

adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

8. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah 

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada. 

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya 

disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Ngada. 

10. Perseoran Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang 

selanjutnya disingkat PT BPD NTT adalah Bank Umum yang sahamnya dimiliki 

oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota se-Nusa 

Tenggara Timur. 

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 

bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERTAAN MODAL 

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA PADA PERSEROAN TERBATAS 

BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR. 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN : 

tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank 

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah 

Kabupaten Ngada Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2); 

.. •. 



Pasal 4 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 
1. Penganggaran; 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Penyertaan Modal 
Pemerintah Kabupaten Ngada pada PT BPD NTT yang bersumber dari APBD dapat 
dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, kepatutan, kewajaran dan transparan 
serta akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 2 
Maksud ditetapkanya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan 
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngada pada PT BPD NTT. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD 
yang dipimpinnya. 

13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 
pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari 
suat program sesuai dengan bidang tugasnya. 

14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
SKPD. 

15. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang 
semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang 
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada 
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. 

16. Deviden adalah bagian laba yang diberikan kepada pemegang saham sesuai 
dengan persentase modal yang disetor. 

17. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip- 
prinsip akutansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerin tah. 

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan 
dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna 
anggaran. 

'· 



Pasal 8 

Penatausahaan Pengelolaan Penyertaan Modal pada PT BPD NTT dilaksanakan 

dengan berpedoman pada SAP menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7 

(1) Direktur Utama/Pimpinan PT BPD NTT mengajukan permohonan pencairan dana 

penyertaan modal secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan BKAD clan 

Asisten yang membidangi. 

(2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan: 

a. surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas penggunaan dana yang 

ditandatangani oleh Direktur Utama/Pimpinan PT BPD NTT; 

b. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Pimpinan Bank 

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur; 

c. kuitansi penerimaan penyertaan modal yang ditandatangani oleh Direktur 

Utama/Pimpinan PT BPD NTT atau sebutan lainnya, PPTK, Bendahara 

Pengeluaran BKAD clan Pengguna Anggaran BKAD; 

d. nomor rekening atas nama penerima penyertaan modal; clan 

e. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kelengkapan pencairan sesuai 
dengan ketentuan. 

(3) Berdasarkan permohonan pencairan dana penyertaan modal sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dan telah mendapat persetujuan Bupati, BKAD 

memfasilitasi dan memproses pencairan Penyertaan Modal sesuai dengan 

ketentuan pengelolaan keuangan daerah. 

BABV 

TATACARA PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA 

Pasal 6 

Pemerintah Daerah menyalurkan penyertaan modal dengan cara pemindahbukuan 

dari rekening kas umum daerah ke rekening PT BPD NTT. 

Pasal 5 

(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD sesuai 
kemampuan keuangan daerah. 

(2) Penetapan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu 

pada Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenan. 

BAB IV 

PENGANGGARAN 

2. Tata cara pengajuan dan pencairan dana; clan 

3. Pengawasan. 
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Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

(1) PPKD selaku BUD memantau pelaksanaan pencairan penyertaan modal ke PT BPD 

NTI dan dan penerimaan dalam bentuk deviden dari PT BPD NTI. 

(2) Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan bertanggung jawab dalam 

pengawasan pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. 

BAB VI 

PENGAWASAN 
- 
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